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ABSTRAK                                                                                                                                    
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KEPADA PIHAK KETIGA                                                                                                                         
(Studi di FIFGROUP Finance cabang Malang 2 Singosari) 
Eka Angga Putra Ismanda                                                                                                                
Nim : 201610380211009                                                                                                                 
Email : angga_ismanda@yahoo.co.id 
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Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan 
obyek jaminan fidusia, Apabila larangan tersebut dilanggar, Debitur dapat dikenai 
sanksi perdata maupun pidana. Implementasinya banyak obyek jaminan fidusia yang 
sudah dialihkan ke pihak ketiga berdasarkan (Indri Yunita:2010) dan (Leonard 
Charles Wahyu Wibowo:2010). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
hukum para pihak, permasalahan pengalihan obyek jaminan Fidusia, dan 
penyelesaian permasalahan hukumnya. Metode penelitian ini menggunakan metode 
yuridis empiris, dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya 
dianalisis secara deskriptif kualitatif. Terdapat (6) enam hubungan hukum dalam 
Pembiayaan Konsumen di FIFGROUP, yaitu: perjanjian pembiayaaan konsumen; 
perjanjian jual beli kendaraan bermotor antara FIFGROUP dengan Dealer, Perjanjian 
jual beli bersyarat antara FIFGROUP, Dealer dan Debitur, Perjanjian jaminan 
fidusia, MoU antara FIFGROUP dengan Notaris, serta kuasa untuk eksekusi obyek 
jaminan fidusia. Permasalahan hukum perjanjian pembiayaan konsumen di 
FIFGROUP adalah kredit macet, obyek jaminan dalam keadaan tidak terawat, dan 
mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Penyelesaian kredit macet 
(Jika Debitur tidak membayar angsuran dan denda selama 2 bulan atau lebih), 
dilakukan dengan eksekusi obyek jaminan fidusia. Penyelesaian permasalahan 
hukum terkait obyek jaminan dalam keadaan tidak terawat adalah Debitur harus 
memperbaiki obyek jaminan dan selanjutnya Kreditur Bersama Debitur melakukan 
penjualan di bawah tangan. Penyelesaian permasalahan pengalihan obyek jaminan 
fidusia adalah pelaporan tindak pidana atau eksekusi obyek jaminan fidusia yang 
kemudian dilakukan penjualan secara dibawah tangan. 
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Based on Article 23 paragraph 2 of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary 
Guarantees Debtors are prohibited from transferring, mortgaging, and renting out 
fiduciary security objects. If the prohibition is violated, the Debtor may be subject to 
civil or criminal sanctions. The implementation of many fiduciary security objects 
has been transferred to third parties based on (Indri Yunita: 2010) and (Leonard 
Charles Wahyu Wibowo: 2010). This study aims to determine the legal relationship 
between the parties, the problem of transferring the object of the Fiduciary guarantee, 
and the resolution of the legal problem. This research method uses empirical juridical 
methods, with primary and secondary sources of legal material. Data collection is 
done through interviews, observations, and documentation. Then analyzed 
descriptively qualitative. There are (6) six legal relationships in Consumer Financing 
at FIFGROUP, namely: consumer financing agreements; sale and purchase 
agreement of motor vehicles between FIFGROUP and Dealers, conditional sale and 
purchase agreement between FIFGROUP, Dealers and Debtors, fiduciary guarantee 
agreement, MoU between FIFGROUP and Notary, and power of attorney to execute 
fiduciary security objects. The legal issues in the consumer financing agreement at 
FIFGROUP are bad loans, objects of collateral in an untreated state, and transfer of 
fiduciary objects to third parties. Settlement of bad debts (If the Debtor does not pay 
installments and fines for 2 months or more), is carried out with the execution of 
fiduciary collateral objects. Settlement of legal issues related to collateral in an 
untreated state is the Debtor must repair the collateral object and subsequently the 
Joint Creditors make the sale underhanded. The solution to the problem of 
transferring fiduciary guarantee objects is the reporting of criminal acts or execution 










Latar Belakang  
Tahap awal tentang proses perjanjian jaminan fidusia yaitu calon debitur 
melakukan pengajuan kredit sepeda motor ke deler. setelah adanya laporan dari 
pihak deler mengenai pengajuan kredit tersebut, pihak surveyor selaku karyawan 
kreditur bertugas untuk melakukan verifikasi data calon debitur di rumahnya. 
pengajuan yang sudah disetujui maka deler berkewajiban untuk melakukan 
pengiriman kendaraan ke rumah debitur. timbulah hak dan kewajiban bagi debitur, 
kreditur, dan deler karena telah terjadi hubungan hukum yang terikat dalam 
perjanjian jaminan fidusia. pihak kreditur mempunyai hak untuk memperoleh 
pembayaran angsuran secara berkala dari debitur. sedangkan, debitur berhak untuk 
menerima kembali surat kepemilikan kendaraan yang dijaminkan apabila seluruh 
tanggungan hutang debitur telah lunas. sementara, pihak deler mempunyai hak untuk 
memperoleh pencairan uang pembelian kendaraan bermotor dari kreditur. 
Salah satu bentuk cidera janji dalam perjanjian jaminan fidusia adalah 
pengalihan obyek jaminan fidusia dari debitur ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan 
kreditur. selagi, surat kepemilikan kendaraan masih berada di tangan kreditur dengan 
artian bahwa kredit belum lunas maka, debitur dilarang untuk mengalihkan obyek 
jaminan fidusia ke tangan orang lain dalam kondisi apapun. pemberi fidusia wajib 
merawat obyek jaminan fidusia sebaik mungkin dan pemberi fidusia wajib 
menyerahkan surat kepemilikan kendaraan apabila prestasi pemberi fidusia sudah 
terpenuhi. pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia telah 
melanggar Undang Undang Jaminan Fidusia. 
Pasal 23 ayat 2 
”Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada 
pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda 
persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima 
Fidusia.” 
Sebagai contoh kasus pengalihan obyek jaminan fidusia pernah diteliti oleh sri 
purwaningsih alumni Universitas Diponegoro Semarang Program Studi Magister 
Kenotariatan dengan judul tesis ”Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas 
kendaraan bermotor yang dijual kepada pihak ketiga (studi PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Tengah)” yang pada intinya beliau menjelaskan tentang  
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1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor, 
pada dasarnya kreditur akan menilai layak atau tidak pengajuan kredit yang 
ilakukan debitur. 
2. Perlindungan hukum bagi kreditur jika obyek jaminan fidusia dijual kepada pihak 
ketiga. dengan sudah memegang sertifikat jaminan fidusia, maka perlindungan 
hukum sudah didapat oleh kreditur dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia.1 
Sanksi perdata yang timbul terhadap obyek jaminan fidusia dialihkan adalah 
debitur dapat dikenai biaya ganti rugi sesuai dengan keterlambatan pembayaran 
angsuran yang dilakukan. ganti rugi yang dimaksud adalah dengan cara membayar 
semua tunggakan hutang di kreditur. apabila, sanksi tersebut tidak dijalankan oleh 
debitur maka, pihak kreditur berhak untuk melakukan eksekusi obyek jaminan 
fidusia dengan berpegang teguh pada sertifikat jaminan fidusia. selain sanksi perdata, 
debitur juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 
Undang Undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi 
”pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang 
menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang 
dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana 
penjara pling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh 
juta rupiah).”2 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian 
pembiayaan konsumen? 
2. Bagaimana permasalahan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian 
pembiayaan konsumen? 
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam hal obyek 
jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga?  
 
                                                             
1 Sri Purwaningsih. Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Studi PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Tengah (Tesis Universitas Diponegoro 2010), http://eprints.undip.ac.id/24506/pdf, hal 18 
diakses tanggal 29 agustus 2019 
2 Willer Napitupulu, kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan 
Fidusia Yang Dikuasai Pihak Ketiga, http://jurnal.unissula.ac.id, jurnal hukum khaira 
ummah,volume 12 nomor 2, juni 2017, hal 3 diakses tanggal 8 januari 2020  
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Penyelesaian Permasalahan Hukum Jaminan Fidusia (litigasi dan non litigasi)    
Penyelesaian sengketa dalam permasalahan hukum diperlukan dengan upaya 
yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat untuk menuju ke arah perdamaian. 
adapun metode penyelesaian sengketa hukum yang berlaku secara umum dibagi 
menjadi dua bentuk antara lain : 
1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)  
Litigasi merupakan penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan di muka 
pengadilan. lembaga penyelesaian sengketa litigasi terbagi menjadi dua yaitu 
pengadilan umum yang merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah 
Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk mencari keadilan 
pada umumnya (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Khusus). dan 
Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan 
peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan 
terhadap perkara kepailitan, hak kekayaan intelektual, dan lembaga penjamin 
simpanan.3 
2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) 
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan sebuah alternatif yang 
didasari pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. dan sebagai akibatnya, 
penyelesaian sejenis ini tidak mendapat kepastian hukum karena bersifat sukarela. 
jenis penyelesaian sengketa non litigasi antara lain :   
a. Konsultasi 
    ialah sebuah dialog yang didalamnya terdapat aktifitas bertukar informasi 
dalam hal untuk memastikan pihak konsultan agar mengetahui lebih dalam 
tentang suatu tema yang menjadi pokok permasalahan. 
a. Negosiasi 
     ialah sebuah interaksi sosial untuk mendapatkan kesepakatan bersama melalui 
diskusi internal ketika para pihak saling mengutarakan keinginannya. 
 
                                                             
3 Tami rusli.penyelesaian sengketa dalam pembiayaan konsumen melalui jasa pihak ketiga 
http://jurnal.ubl.ac.id, Pranata Hukum volume 4 Nomor 1, Januari 2009, Fakultas Hukum 




     ialah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan cara meminta bantuan pada 
pihak ketiga selaku mediator dengan peran  membantu para pihak untuk 
memahami pandangan pihak lain terkait masalah yang disengketakan. 
c. Konsiliasi 
    ialah proses yang dilakukan oleh pihak ketiga (pihak netral) untuk 
mempertemukan seseorang bersengketa yang memiliki hak dan kewenangan 
menyampaikan pendapat.  
d. Penilaian ahli 
     ialah suatu upaya mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan 
mengundang beberapa orang ahli untuk memberi penilaian terkait pokok 
sengketa agar mencapai jalan keluar terbaik.4 
Metode Penelitian  
Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif 
yaitu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa perkataan tertulis 
ataupun lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. dari jenis kualitatif 
mengarah kepada suatu metode yang menggambarkan semua data atau keadaan 
subyek dan obyek penelitian yang kemudian dianalisis dan dikomparasikan 
berdasarkan fakta yang sedang terjadi saat ini dengan mencoba untuk memberikan 
suatu pemecahan masalah.5 
Penelitian akan diarahkan untuk mendapat fakta di lapangan yang berkaitan 
dengan hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan 
konsumen, permasalahan hukum yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan 
konsumen, dan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi terkait pengalihan 
obyek jaminan fidusia. serta penerapan metode pendekatan yuridi sempiris 
digunakan untuk menganalisa berlakunya pasal 23 Undang Undang Nomor 42 Tahun 
                                                             
4 Bhatara Surya.Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Obyek Jaminan 
Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan (studi bank perkreditan rakyat). 
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal 15-19 diakses 
tanggal 14 oktober 2019 
5 Supardi.2005.Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis.Yogyakarta.UII Press, hal 28 
5 
 
1999 tentang jaminan fidusia terkait larangan dan sanksi dalam pengalihan obyek 
jaminan fidusia di FIFGROUP cabang Malang 2singosari.                               
Sumber Bahan Hukum 
Sumber bahan hukum terpisah menjadi dua yaitu sumber bahan hukum primer 
dan sumber bahan hukum sekunder : 
1. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari 
peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia yaitu 
Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. 
2. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memberikan uraian 
mengenai peraturan perundang undangan yang bersumber dari studi 
kepustakaan, literatur, jurnal hukum online, ataupun kamus hukum. 
Teknik Pengumpulan Data 
Menurut amiruddin dan zainal asikin, teknik pengumpulan data dibagi menjadi 
tiga yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
1. Wawancara 
Metode ini akan dilakukan dengan cara mewawancarai manager FIFGROUP 
cabang malang 2 singosari serta karyawan FIFGROUP yang mempunyai tugas 
terhadap kasus yang diteliti oleh penulis. 
2. Observasi 
observasi dilakukan di kantor FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari untuk 
mengetahui proses pengajuan kredit debitur, eksekusi obyek jaminan fidusia, 
serta negosiasi terkait timbulnya permasalahan hukum. 
3. Dokumentasi 
Metode yang diperoleh dengan cara melihat dan menganalisa dokumen yang 
dibuat oleh tempat penelitian (FIFGROUP). dokumen tersebut dalam bentuk 
surat, catatan harian, foto, dan sebagainya yang berkaitan dengan obyek 
penelitian.6 
 
                                                             




Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hubungan Hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan 
konsumen FIFGROUP 
Dalam hubungan hukum jaminan fidusia sudah dituangkan ke dalam berbagai 
aturan hukum berupa Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 
Fidusia serta pelaksanaannya sudah diatur berdasarkan perjanjian pembiayaan antara 
pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta adanya suplier (deler) 
selaku pihak penyedia kendaraan bermotor.  
Bagan 1 
Hubungan Hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen 
                          6. Penarikan                         5. Pendaftaran 
obyek                                            sertifikat                                                                    
   jaminan                                                                                                           jaminan
                        
1. Perjanjian  
           2. Perjanjian                                                                           pembiayaan 
               Jual beli                                                                              konsumen 
               kendaraan                                               4. Perjanjian                    
               bermotor                                                     jaminan 
                                                                                   fidusia 
   
3. Perjanjian jual beli 
bersyarat 
                                                                                                                
Sumber data : Analisa penulis diolah tanggal 10 Desember 2019 
Perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraaan bermotor 
antara FIFGROUP dengan debitur dilakukan melalui 6 tahap yaitu : 
1. Perjanjian pembiayaaan konsumen (Debitur dengan FIFGROUP) 
Dalam perjanjian ini, para pihak yaitu FIFGROUP selaku kreditur dan 
konsumen selaku debitur mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian pembiayaan 
multiguna dengan pembelian barang yang dilakukan secara mengangsur serta 


















struktur pembiayaan, serta pemberitahuan terkait denda dan biaya lain. dari 
perjanjian tersebut akan ditanda tangani oleh debitur dan creadit head malang selaku 
perwakilan kreditur.  
Bisnis pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh FIFGROUP selaku 
perusahaan pembiayaan sudah memenuhi fungsinya, sesuai dengan norma yang 
tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.021/2006 
Tentang Perusahaan Pembiayaan. 
a. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana 
untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan 
pembayaran secara angsuran. 
b. Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : 
1) Pembiayaan kendaraan bermotor. 
2) Pembiayaan alat-alat rumah tangga. 
3) Pembiayaan barang-barang elektronik. 
4) Pembiayaan perumahan. 
Apabila ditinjau dari segi perjanjian pembiayaan konsumen antara FIFGROUP 
dengan debitur, sudah memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 
KUHPerdata). dan perjanjian pembiayaan tersebut telah dilakukan berdasarkan asas 
kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPerdata) bahwa setiap orang berhak untuk 
membuat perjanjian dengan siapapun selagi tidak bertentangan dengan kepatutan, 
ketertiban umum, dan Undang Undang yang berlaku. 
2. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor (FIFGROUP dengan Deler) 
Dibentuklah suatu perjanjian kerjasama antara FIFGROUP dengan deler untuk 
mencapai profit perusahaan. pihak deler akan mengirim kendaraan bermotor sesuai 
dengan pesanan debitur jika sudah dikeluarkannya PO dengan menyertakan dokumen 
inti dari debitur (ktp dan kk asli). terkadang, pihak deler sering tidak menyertakan 
dokumen inti dengan alasan dokumen tersebut hilang atau dalam masa kepengurusan 
dan mendesak FIFGROUP untuk tetap melakukan pembayaran atas pembelian 
kendaraan bermotor tersebut. padahal, hal tersebut tentu menyalahi kesepakatan 
dalam surat perjanjian. 
Di sisi lain, perjanjian jual beli merupakan suatu jenis perjanjian timbal balik. 
dari perjanjian timbal balik itu muncul suatu hak dan kewajiban masing masing 
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pihak. hak pembeli untuk memperoleh barang dan hak penjual untuk mendapatkan 
pembayaran barang dan begitu pula sebaliknya. pihak FIFGROUP akan membayar 
nominal harga kendaraan ke deler dari setiap pengajuan kredit yang disetujuinya 
sebagai pertanda adanya transaksi jual beli yang sah. sesuai dengan pasal 1458 
KUHPerdata ”jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika 
setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini 
belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.   
3. Perjanjian jual beli bersyarat (Deler dengan Debitur) 
Deler merupakan pihak yang menjembatani antara debitur dan kreditur, arti 
dari menjembatani adalah terjadinya proses jual beli bersyarat. deler sebagai penjual 
kendaraan bermotor mensyaratkan bahwa pembayaran atas harga barang akan 
dilakukan oleh pihak ketiga yaitu finance (kreditur). apabila, pihak kreditur 
membatalkan pencairan dana kepada pihak deler maka pihak deler juga akan 
membatalkan transaksi jual beli kendaraan bermotor dengan debitur (konsumen). 
Perjanjian semacam ini dapat dikatagorikan sebagai perikatan bersyarat yang 
sudah diatur dalam pasal 1253 KUHPerdata ”suatu perikatan adalah bersyarat 
manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang 
masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga 
terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut 
terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut”. syarat adalah suatu bagian yang 
khusus dari perjanjian itu sendiri dan dapat menimbulkan akibat hukum dari suatu 
perjanjian tersebut. dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pihak ketiga selaku 
perusahaan pembiayaan (FIFGROUP) menjadi syarat mutlak demi berlangsungnya 
transaksi jual beli antara deler dengan debitur. 
4. Perjanjian jaminan fidusia (FIFGROUP dengan debitur) 
Perjanjian jaminan fidusia antara FIFGROUP dengan debitur dituangkan dalam 
bentuk surat kuasa pembebanan jaminan fidusia. dari surat kuasa pembenanan 
jaminan fidusia tercantum debitur sebagai pemberi kuasa dan FIFGROUP adalah 
sebagai penerima kuasa. debitur selaku pemberi jaminan memberikan kuasa dengan 
hak substitusi kepada FIFGROUP selaku penerima jaminan. fungsi dari surat kuasa 
ini adalah untuk mewakilkan pemberi kuasa (debitur) melakukan tindakan hukum 
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dalam hal membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia serta mendaftarkannya 
pada kantor pendaftaran fidusia hingga diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia. 
Faktanya, dalam proses pembuatan dan penandatanganan akta jaminan fidusia 
para pihak tidak hadir secara langsung di hadapan notaris. dalam Undang Undang 
Jaminan Fidusia memang tidak diatur secara eksplisit terkait kehadiran para pihak 
dalam pembuatan akta jaminan fidusia. namun, syarat pembuatan suatu akta adalah 
dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat yang berwenang (notaris) mengenai 
suatu perjanjian. 
Pasal 1868 KUHPerdata ”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam 
bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang 
berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.  
Sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 
42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa pembebanan benda dengan jaminan 
fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris. apabila, akta jaminan fidusia tidak 
dibuat dan ditanda tangani di hadapan notaris maka akta tersebut bisa dikatagorikan 
sebagai akta dibawah tangan. dan akta jaminan fidusia tersebut batal demi hukum 
sehingga obyek jaminan fidusia tidak bisa didaftrakan ke kantor pendaftaran fidusia 
untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia.   
5. Perjanjian kerjasama dalam pembuatan akta dan pendaftaran obyek jaminan 
fidusia (FIFGROUP dengan Notaris) 
Hubungan hukum antara Notaris dengan FIFGROUP hanya sebatas 
pelaksanaan pendaftaran obyek jaminan fidusia dan pembuatan akta jaminan fidusia 
sesuai dengan substansi surat penunjukan notaris. tugas notaris lainnya yaitu wajib 
merahasiakan segala bentuk informasi terkait debitur dan obyek jaminan. apabila, 
notaris cidera janji pihak FIFGROUP berhak untuk mengakhiri hubungan hukum 
secara sepihak sesuai dalam pasal 3 surat penunjukan notaris dari FIFGROUP. 
Peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia diatur oleh pasal 15 ayat 1 
Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa ”Notaris 
berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 
penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, 
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, 
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salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga 
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 
oleh undang-undang”.  
Dalam prakteknya, FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari secara keseluruhan 
sudah membuat akta dibawah tangan berupa surat perjanjian pembiayaan dan surat 
kuasa pembebanan jaminan fidusia yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta 
jaminan fidusia. dalam akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris Liana Maria 
Fatkhatun, secara keseluruhan sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 6 
Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu : 
a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia 
b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia 
c. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 
d. Nilai penjaminan 
e. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 
6. Pemberian kuasa untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia (FIFGROUP dengan 
collector) 
FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari mempunyai dua (2) jenis penagihan 
sebagai berikut : 
a. collector internal merupakan karyawan FIFGROUP yang mempunyai tugas 
untuk melakukan penagihan angsuran yang menunggak dari debitur dengan 
keterlambatan minimal 4 hari. 
b. collector eksternal merupakan pihak penagihan yang berasal dari biro jasa dan 
diberi kuasa oleh FIFGROUP untuk melakukan eksekusi obyek jaminan dari 
debitur cidera janji (keterlambatan 2 bulan ke atas). 
Surat kuasa yang diberikan FIFGROUP kepada collector eksternal berisi 
tentang kewenangan eksekusi obyek jaminan yang sudah diatur dalam pasal 30 
Undang Undang Nomer 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang menjelaskan 
”pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia 
dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan  fidusia” disamping itu, collector 
eksternal akan melakukan tugasnya disaat debitur dalam keadaan lengah seperti 
penarikan obyek dijalan. 
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Seorang collector eksternal dapat menyalahi prosedur penarikan obyek 
jaminan. apabila, proses pengeksekusian dilakukan dengan cara memaksa dan 
merampas. karena perbuatan tersebut dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana yaitu 
pasal 368 KUHP yang berbunyi ”barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan 
kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah 
kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapus 
hutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”  
Berdasarkan penelitian di kantor FIFGROUP malang 2 (singosari), bahwa 
hubungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan memuat hak dan 
kewajiban antara lain :  
1. Hak dan kewajiban FIFGROUP (perusahaan pembiayaan) 
a. Hak 
1) Hak menerima sejumlah pembayaran hutang dari debitur yang telah 
disepakati sesuai dengan jangka waktu tertentu. 
2) Setiap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia FIFGROUP berhak untuk 
menyita surat kepemilikan kendaraan sebagai jaminan pelunasan hutang 
dari debitur. 
3) Hak jaminan kebendaan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi 
kreditur terhadap kreditur lain. 
4) Kreditur mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi obyek 
jaminan fidusia. 
b. Kewajiban 
1) Penjelasan informasi pokok kepada debitur terkait pola pembayaran 
angsuran, struktur kredit, serta denda yang harus d bayar dalam hal adanya 
keterlambatan permbayaran angsuran. 
2) Melakukan pencairan pembayaran kendaraan bermotor kepada deler terkait 
disetujuinya pengajuan kredit yang dilakukan debitur. 
3) FIFGROUP sebagai kreditur penyedia dana berkewajiban menyerahkan 
dokumen kendaraan berupa BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) 
apabila kredit yang dilakukan debitur sudah lunas. 
12 
 
4) Melakukan konfirmasi kepada debitur mengenai pengajuan kredit yang 
dilakukannya apakah approval (disetujui) atau reject (ditolak). 7 
Yang sering terjadi dari tidak terpenuhinya hak FIFGROUP adalah hak dalam 
hal menerima pembayaran angsuran tepat waktu. serta, mayoritas kredit macet terjadi 
dalam masa angsuran 1 tahun hingga 2 tahun. kewajiban FIFGROUP untuk 
melakukan konfirmasi pengajuan kredit kepada debitur tidak dilakukan sepenuhnya. 
dalam hal disetujui atau tidak pengajuan kredit debitur dikonfirmasi oleh pihak deler 
sebagai suplier kendaraan bermotor. tidak adanya konfirmasi dari hasil pengajuan 
kredit tersebut, biasanya di terapkan pada debitur yang di reject (tolak). selain itu, 
penyampaian penjelasan informasi pokok dari pihak survey lapangan kepada debitur 
kurang detail dan jelas. menyebabkan debitur buta akan informasi terhadap tata cara 
pembayaran dan konsekuensi keterlambatan pembayaran angsuran. 
2. Hak dan kewajiban debitur 
a. Hak 
1) Konsumen berhak untuk diperlakukan dan dilayani secara baik benar dan 
jujur. 
2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan 
dan kriteria menurut debitur. 
3) Hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi ataupun penggantian 
terhadap barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. 
4) Debitur berhak menerima STNK motor sesuai dengan waktu yang telah 
dijanjikan oleh deler (minimal 2 minggu dari pengiriman barang).  
b. Kewajiban  
1) Debitur berkewajiban untuk membayar angsuran secara tertib sesuai dengan 
tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. 
2) Debitur berkewajiban untuk merawat dengan baik kendaraan bermotor yang 
menjadi obyek jaminan fidusia apabila masa kreditnya belum lunas. 
3) Jika debitur cidera janji maka debitur wajib melunasi seluruh hutangnya 
kepada FIFGROUP dan membayar biaya yang dikeluarkan dalam rangka 
mengeksekusi jaminan. 
                                                             
7 Wawancara dengan Bapak Adhi Dwi Candra selaku BM (Branch Manager) FIFGROUP cabang 
Malang 2 Singosari, tanggal 26 Oktober 2019 
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4)  Debitur berkewajiban menyerahkan data identitas diri yang valid tanpa ada 
rekayasa serta dalam pengisian form pengajuan kredit oleh debitur haruslah 
bersifat kooperatif sesuai fakta dan kondisi.8 
Salah satu kewajiban debitur yang sulit untuk dilakukan adalah cidera janji 
yang mengakibatkan debitur harus melunasi seluruh hutangnya. hutang yang 
dimaksud adalah hutang pokok beserta denda dan bunga. saat debitur melakukan 
cidera janji yang menyebabkan pengeksekusian obyek jaminan dan debitur tidak 
sanggup melunasi hutangnya, pihak FIFGROUP berdasarkan kesepakatan bersama 
melakukan penjualan obyek dibawah tangan. sesuai dengan pasal 15 ayat ayat 3 yang 
berbunyi ”apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk 
menjuual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. 
3. Hak dan kewajiban deler (suplier) 
a. Hak 
1) Ada begitu banyak perusahaan pembiayaan di malang dan deler berhak 
untuk memilih perusahaan pembiayaan yang tepat untuk pengajuan kredit 
yang dilakukan debitur. 
2) Deler berhak mendapat pelayanan yang lebih (bonus) terkait dengan 
meningkatnya penjualan kendaraan yang diarahkan ke FIFGROUP.  
3) Deler berhak mendapat uang muka kendaraan bermotor dari debitur sesuai 
dengan kesepakatan. 
b. Kewajiban 
1) Deler berkewajiban mengurus segala jenis surat kendaraan bermotor 
(STNK, dan BPKB) debitur sehari setelah pengiriman unit ke samsat 
terdekat. 
2) STNK motor wajib diserahkan ke debitur dan BPKB motor wajib 
diserahkan ke FIFGROUP (minimal 3 bulan setelah pengiriman unit). 
3) Adanya program perawatan service gratis berkala terhadap kendaraan 
bermotor yang dijamin selama 1 tahun.9 
                                                             
8 Wawancara dengan Bapak Adhi Dwi Candra selaku BM (Branch Manager) FIFGROUP Malang 2 
cabang Singosari, tanggal 26 Oktober 2019 
9 Wawancara dengan Bapak Dani Nur Saputro selaku PIC (kepala) Deler Sekawan Motor Singosari, 
tanggal 27 Oktober 2019 
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Uang muka merupakan uang tanda jadi bahwa debitur bersedia membeli 
kendaraan bermotor di deler tersebut. adanya keterlambatan pembayaran uang muka 
menjadi alasan hak deler belum sepenuhnya terpenuhi. sebagian debitur akan 
membayar uang muka disaat STNK motor berserta plat motor sudah tercetak. 
implementasi terkait kewajiban deler kepada seluruh mitra kerja sudah terlaksana 
baik dengan mengedepankan kualitas produk yang dijual dan berpedoman pada 
pelayanan yang memuaskan bagi debitur (konsumen). 
4. Hak dan kewajiban Notaris 
a. Hak  
1) Mendapat jasa pembayaran atas pembuatan akta notaris terkait perjanjian 
pembiayaan konsumen dari kreditur. 
2) Notaris berhak untuk memperoleh informasi yang sebenar benarnya terkait 
obyek jaminan fidusia yang akan didaftarkan. 
b. Kewajiban 
1) Merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta dan surat surat 
yang berhubungan dengan jaminan fidusia untuk melindungi para pihak 
yang berkepentingan. 
2) Bersedia menjadi saksi hukum apabila terjadi suatu permasalahan hukum 
terkait jaminan fidusia. 
Pada dasarnya, notaris telah melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya 
terkait pembuatan akta jaminan fidusia serta pendaftaran obyek jaminan fidusia di 
FIFGROUP. hal itu sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1 Undang Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 
Pasal 5 ayat 1 ”Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta    
notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan 
fidusia”. 
Pasal 11 ayat 1 ”Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.10 
5. Hak dan kewajiban collector (penagihan) 
a. Hak yang diperoleh collector (penagihan) adalah menerima sejumlah gaji dari 
perusahaan pembiayaan terkait jasa penarikan obyek jaminan fidusia. 
                                                             
10 Pasal 5 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1 Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 
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b. Kewajiban yang diperoleh collector (penagihan) adalah melakukan kunjungan 
penagihan ke rumah debitur serta mengeksekusi obyek jaminan fidusia 
ditangan debitur dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan secara 
utuh. 
Dalam surat kuasa eksekusi obyek jaminan fidusia, FIFGROUP selaku pemberi 
kuasa memberikan tugas kepada pihak collector eksternal selaku penerima kuasa 
untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia. mengenai surat kuasa itu, baik collector 
internaal maupun eksternal berkewajiban untuk menjalankan perintah sesuai dengan 
aturan dan norma yang berlaku di Indonesia. jika terjadi pelanggaran terhadap 
norma, maka pihak collector bertanggung jawab secara pribadi terhadap tuntutan 
yang timbul dikemudian hari. dan rata rata setiap harinya ada 50 unit kendaraan 
bermotor yang dapat dieksekusi oleh collector eksternal dengan uang jasa sebesar 
Rp.1.500.000,- per unit. dari uang jasa tersebut, diberikan kepada ketua tim dan per 
tim mempunyai 3 sampai 4 orang eksekutor. 
Permasalahan Hukum yang sering terjadi dalam perjanjian pembiayaan 
konsumen di FIFGROUP 
1. Kredit macet 
Kredit macet dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain kondisi ekonomi 
debitur, pengajuan yang disalah gunakan, usaha debitur yang mengalami 
kebangkrutan. namun, dalam perjanjian pembiayaan tidak dijelaskan secara rinci 
terhadap kreditur yang dapat dikatagorikan kredit macet (apakah keterlambatan 
bulanan atau mingguan). dan hanya sebatas penjelasan mengenai kewajiban debitur 
untuk membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang 
dihitung perhari sesuai dalam poin 3 ayat 2 tentang bunga denda pajak dan biaya. 
dalam data yang diambil di FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari angka kredit 
macet tertinggi berada di bulan juli 2019 yang dipengaruhi oleh meningkatnya 
kebutuhan debitur selepas hari raya idul fitri seperti kebutuhan sekolah anak dan 
mudik lebaran. 
Kredit macet akan menimbulkan kerugian secara finansial bagi kreditur, karena 
dia akan menyewa collector eksternal untuk melakukan penarikan obyek jaminan 
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fidusia. selain itu, keuntungan yang diperoleh berupa suku bunga kredit mengalami 
penurunan jika banyaknya kasus kredit macet yang terjadi. seluruh kerugian yang 
diderita oleh kreditur akan dilimpahkan ke debitur sebagai penanggung jawab atas 
cidera janji yang dilakukan. hal ini sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdata bahwa 
”penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan 
mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk 
memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya 
hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang 
telah ditentukan”. 
2. Obyek jaminan fidusia dalam keadaan tidak sehat atau tidak terawat. 
Obyek jaminan yang sudah dieksekusi, biasanya sudah dalam kondisi tidak 
sehat dan tak terawat. sebagai contoh mesin kendaraan yang awal mulanya bersuku 
cadang resmi diganti dengan suku cadang bekas atau palsu sehingga rusak dan tak 
layak pakai. padahal, debitur diwajibkan memakai obyek sesuai dengan tata cara 
yang sudah ditentukan. serta, berkewajiban untuk merawat obyek jaminan sampai 
masa kredit kendaraan bermotor telah lunas. angka tertinggi obyek jaminan fidusia 
tidak terawat yang diperoleh dari angka eksekusi obyek jaminan fidusia berada di 
bulan september 2019. angka tertinggi ini tidak bisa di prediksi berada di bulan apa 
tiap tahunnya karena obyek yang tidak terawat merupakan niat yang terselubung dari 
debitur yang menyimpang dari perjanjian. 
Dalam peraturan perundang undangan tidak ada satupun yang mengatur 
tentang kewajiban debitur untuk merawat obyek jaminan fidusia. akan tetapi, 
peraturan ini sudah diatur dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen poin 4 ayat 
2 tentang hak dan kewajiban debitur. salah satu contoh lain debitur berinisial A 
berlamat di desa Sidoluhur (Lawang) yang pada saat pengeksekusian kondisi 
kendaraan bermotor dalam keadaan rusak. dimana, ada beberapa bagian kendaraan 
mengalami kerusakan karena obyek jaminan dipakai oleh debitur untuk mencari 




3. Mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan 
kreditur. 
Tindakan sejenis ini dilakukan debitur dengan berbagai alasan seperti 
merosotnya perekenomian debitur yang membuatnya banyak terlilit hutang dan pada 
akhirnya melepas obyek tersebut ke tangan orang lain. pengalihan obyek jaminan 
fidusia hanya dapat dideteksi disaat adanya kunjungan penagihan ke debitur. 
mayoritas obyek yang sudah dialihkan akan mempunyai riwayat pembayaran 
angsuran yang buruk dan akan berujung pada eksekusi obyek jaminan. data yang 
diperoleh di FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari, angka tertinggi pengalihan 
obyek jaminan fidusia berada di bulan november dan desember 2019. angka ini dapat 
berubah tiap tahun tergantung dari adanya niat yang terselubung dan naik turunnya 
perekonomian debitur. pengalihan obyek jaminan dapat terjadi jika debitur 
mengalami keterpurukan ekonomi dan sudah tidak sanggup untuk membayar 
angsuran kendaraan bermotor hingga lunas. 
Dalam perjanjian permbiayaan sudah diatur mengenai hak kewajiban debitur 
dalam poin 4 ayat 3 yaitu”debitur dilarang mengalihkan barang dengan cara apapun 
kepada pihak lain kecuali atas persetujuan tertulis dari kreditur.” hal tersebut, 
sekaligus bertentangan dengan pasal 23 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 
1999 Tentang Jaminan Fidusia. contoh kasus yang dialami debitur dengan inisial N 
alamat desa Ketindan (Lawang) yang mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada 
temannya dengan alasan tak sanggup membayar angsuran kendaraan  bermotor 
setelah menerima PHK dari tempat dia bekerja. 
Tabel 1 
Pengalihan obyek jaminan fidusia 
No. Bulan Kredit macet Obyek tidak 
terwat 
Obyek dialihkan 
1. Juli 51 10 5 
2. Agustus 42 8 4 
3. September 41 12 6 
4. Oktober 40 7 4 
5. November 43 8 7 
6. Desember 49 9 7 
Sumber data : Divisi penagihan FIFGROUP diolah tanggal 15 januari 2020 
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Penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam hal obyek jaminan 
fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan 
konsumen 
Pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan FIFGROUP dan 
menimbulkan kredit macet yang berkepanjangan dapat dikatagorikan sebagai 
wanprestasi (cidera janji). untuk memberi efek jera, FIFGROUP akan melakukan 
eksekusi obyek jaminan fidusia. namun, ada persyaratan yang wajib dipenuhi 
sebelum mengeksekusi obyek jaminan fidusia yaitu pendaftaran obyek jaminan 
fidusia. FIFGROUP Malang 2 Singosari telah melakukan pendaftaran obyek jaminan 
fidusia kepada seluruh perjanjian kredit sepeda motor baru dengan proses 
pendaftaran obyek jaminan fidusia bekerja sama dengan Notaris Ibu Liana Maria 
Fatikhatun.  
Perjanjian kredit yang mengikat antara FIFGROUP dengan debitur sudah didaftarkan 
seluruhnya ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. hal ini sudah diatur dalam pasal 11 
Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berkaitan 
dengan kewajiban untuk didaftrakannya suatu obyek jaminan fidusia. dengan adanya 
kesadaran hukum tinggi membuat betapa pentingnya sertifikat jaminan fidusia 
sebagai syarat pengeksekusian obyek jaminan. pendaftaran di era sekarang lebih 
praktis dan mudah dengan dilakukan secara online sedangkan dulu notaris melalui 
staf harus secara langsung datang kekantor pendaftaran fidusia. mayoritas perjanjian 
kredit yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah sejenis koperasi 
ataupun pinjaman perorangan.11                       
Tabel 2 
Biaya pembuatan sertifikat jaminan fidusia 
No. Nilai penjaminan Besar biaya 
1. < Rp 50.000.000,00 Rp 50.000,00 
2. > Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00 Rp 100.000,00 
3. > Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 Rp 200.000,00 
4. > Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 Rp 500.000,00 
5. > Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00 Rp 1.000.000,00 
6. > Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00 Rp 2.000.000,00 
                                                             
11 Wawancara dengan Notaris Liana Maria Fatikhatun alamat Jl. Sidomakmur No. 72 Sengkaling, 
Mulyoagung-Dau, Malang, tanggal 28 Oktober 2019 
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7. > Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00 Rp 3.000.000,00 
8. > Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00 Rp 5.000.000,00 
9. > Rp 10.000.000.000,00 Rp 7.500.000,00 
   Sumber data : Notaris Ibu Liana Maria Fatikhatun diolah tanggal 4 Desember 2019 
Debitur merupakan pemegang obyek jaminan fidusia dan kreditur adalah 
pemegang surat kepemilikan obyek jaminan fidusia. surat kepemilikan obyek 
jaminan fidusia mempunyai nilai jual yang lebih murah daripada obyek jaminan 
fidusia. kondisi seperti ini yang mempengaruhi debitur mengalihkan obyek jaminan 
fidusia kepada pihak ketiga dari pada harus mentaati substansi dalam prestasi. 
dengan berpegang teguh pada sertifikat jaminan fidusia, segala upaya untuk 
melakukan eksekusi jaminan fidusia baik berada ditangan debitur ataupun pihak 
ketiga akan mendapat perlindungan hukum yang jelas dari Undang Undang Nomor 
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. dengan kata lain, kreditur (FIFGROUP) 
mempunyai hak preferent atau kepentingannya wajib didahulukan dari pada kreditur 
lain jika sudah berkekuatan hukum tetap.  
Dari awal perjanjian kredit sepeda motor sudah dijelaskan pada saat kunjungan 
surveyor terkait dengan verifikasi data lapangan, debitur dilarang mengalihkan baik 
dijual maupun digadaikan benda jaminan fidusia tanpa sepengetahuan FIFGROUP 
sebelum masa kredit benda jaminan tersebut belum lunas. apabila, di tengah 
perjalanan debitur mengalami kredit macet dengan ringan hati pihak FIFGROUP 
akan melakukan penarikan obyek jaminan fidusia untuk mengembalikan kerugian 
yang diderita perusahaan dengan cara melakukan pelelangan ataupun penjualan 
obyek berdasarkan kesepakatan bersama.12 
Berikut merupakan proses penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di 
FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari : 
1. Penyelesaian permasalahan hukum untuk menekan angka kredit macet di 
FIFGROUP cabang Malang 2 Singosari 
a. Adanya pemberitahuan tanggal jatuh tempo konsumen via telpon 
Karyawan FIFGROUP yang mempunyai tugas sebagai pihak pengingat 
tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran debitur adalah descall. setidaknya 3 
hari sebelum tanggal jatuh tempo debitur sudah diingatkan oleh descall 
                                                             
12 Wawancara  dengan Bapak Adhi Candra Nurahma BM (Branch Manager) PT. FIFGROUP cabang 
Malang 2 Singosari, 25 Oktober 2019 
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FIFGROUP. pada proses awal perjanjian jaminan fidusia, pihak surveyor 
diwajibkan meminta minimal 3 nomor handphone debitur baik itu dari saudara 
tetangga ataupun teman dekat. hal ini difungsikan agar pada saat nomor hp 
pertama gagal dihubungi maka descall masih mempunyai beberapa nomor 
cadangan debitur yang tertera di kontrak perjanjian. setiap harinya 1x24 jam 
descall berkewajiban menagih debitur yang mengalami penunggakan 
pembayaran angsuran via telpon sampai debitur telah melakukan pembayaran 
angsuran secara valid ke rekening FIFGROUP. 
b. Adanya kunjungan Collector internal FIFGROUP 
Jika berselang 3 hari dari tanggal jatuh tempo tidak ada respon 
pembayaran angsuran dari debitur, tugas berikutnya adalah kunjungan 
collector internal FIFGROUP ke kediaman debitur. dengan melakukan 
kunjungan secara langsung akan mengetahui alasan debitur mengalami 
penunggakan angsuran dan mengetahui apakah obyek masih ditangan debitur 
atau sudah dialihkan ke pihak lain. collector internal dituntut untuk 
mengunjungi tempat tinggal debitur setidaknya sekali dalam sehari. setiap 
harinya mereka harus membuat laporan harian terhadap hasil kunjungan serta 
janji bayar para debitur. collector internal mempunyai sistem kerja yang 
bersifat target bulanan sehingga mereka di proyeksikan oleh management 
untuk menyelesaikan seluruh bahan tagih yang ada di bulan tersebut. 
c. Memberikan surat peringatan (somasi) kepada debitur 
Surat peringatan (Somasi) diberikan kepada debitur dengan 
keterlambatan pembayaran angsuran melebihi 1 bulan dari tanggal jatuh tempo. 
ada beberapa langkah dalam melakukan somasi sebelum dilakukan eksekusi 
jaminan fidusia antara lain : 
1) Somasi pertama (dilakukan tepat 1 bulan keterlambatan debitur dari tanggal 
jatuh tempo) 




3) Somasi ketiga (dilakukan tepat 1 bulan lebih 2 minggu dari tanggal jatuh 
tempo)13 
Surat somasi menjelaskan bahwa adanya tunggakan angsuran yang 
belum terbayarkan dan mewajibkan debitur untuk segera melunasi 
tunggakan tersebut dengan mengedukasi resiko yang akan timbul seperti 
cacatnya nama debitur di dunia perbankan serta mempersulit langkah 
debitur dalam melakukan pengajuan kredit dikemudian hari. 
d. eksekusi obyek jaminan fidusia 
FIFGROUP akan berkoordinasi dengan collector eksternal yang bertugas 
untuk mencari dan menyelidiki keberadaan obyek jaminan fidusia meskipun 
berada ditangan pihak ketiga. sumber informasi mengenai keberadaan unit 
adalah dari debitur, tetangga sekitar, kerabat, atau rekan kerja debitur. pada 
prinsipnya collector eksternal lebih mengedepankan pendekatan secara 
musyawarah mufakat terkait dengan penarikan obyek jaminan fidusia terhadap 
debitur cidera janji. jika jalan musyawarah tidak memberikan hasil terbaik, 
dengan sangat terpaksa collector eksternal akan mengeksekusi obyek jaminan 
disaat obyek melintasi jalan protokol. proses selanjutnya, debitur akan 
didampingi ke kantor FIFGROUP terdekat untuk melihat tunggakan 
administrasi pembayaran angsuran secara nyata.14 
Obyek jaminan fidusia yang sudah di eksekusi, akan mewajibkan debitur 
untuk membayar biaya penarikan unit, denda, serta angsuran pokok yang 
tertunggak. jika debitur tidak bisa memenuhi prestasi, jalan terkahir yang 
ditempuh adalah penjualan obyek jaminan fidusia secara dibawah tangan 
sepanjang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. kondisi seperti ini sesuai 
dengan pasal 29 ayat 1 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 
Jaminan fidusia yang berbunyi ”apabila debitur atau pemberi fidusia cidera 
janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan dapat dilakukan 
dengan cara : 
                                                             
13 Wawancara dengan Bapak Budaya Alam selaku SPV collector FIFGROUP Malang 2 cabang 
Singosari, tanggal 20 November 2019 
14 Wawancara dengan Bapak Adhi Dwi Candra selaku BM (Branch Manager) FIFGROUP Malang 2 
cabang Singosari, tanggal 20 November 2019 
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1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 
oleh penerima fidusia. 
2) Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan 
penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. 
3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi 
dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh dengan 
harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.” 
2. Penyelesaian permasalahan hukum obyek jaminan dalam keadaan tidak terawat 
Obyek jaminan yang tidak terawat hanya dapat diketahui pada saat sudah 
dieksekusi dengan posisi debitur mengalami cidera janji. dari pengeksekusian dan 
menyebabkan penjualan obyek dibawah tangan mengakibatkan debitur harus 
memperbaiki kondisi obyek jaminan secara utuh agar tidak mengalami penurunan 
harga jual yang signifikan dari harga pasar. selain itu, tugas perbaikan akan 
dibebankan ke FIFGROUP apabila debitur tidak berkenan untuk itu. dengan syarat, 
harga jual obyek jaminan fidusia akan dikurangi biaya perbaikan. begitu pula 
sebaliknya, proses perbaikan obyek jaminan fidusia tidak akan dilakukan oleh 
FIFGROUP jika debitur mengambil alih obyek jaminan yang sudah di eksekusi 
dengan memenuhi kewajibannya yaitu membayar seluruh tunggakan angsuran. 
3. Penyelesaian permasalahan hukum terkait pengalihan obyek jaminan fidusia 
kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur 
Sebelumnya, proses pengalihan obyek jaminan fidusia ke pihak ketiga 
dibedakan menjadi 3 jenis antara lain : 
a. Pengalihan dalam bentuk dipindah tangankan 
Maksud dari dipindah tangankan adalah debitur dengan pengguna unit 
adalah orang yang berbeda sebagai contoh debitur bernama si A yang sudah 
menyetujui klausul dalam perjanjian pembiayaan konsumen. setelah, 
pengajuan kreditnya di setujui oleh kreditur ternyata pengguna unit adalah si B 
yang tak lain adalah teman kerja debitur. mayoritas debitur yang memindah 
tangankan obyek jaminan fidusia akan mempunyai track record (riwayat 
angsuran) yang buruk dikarenakan susah untuk mengontrol pola bayar apabila 
pengguna unit orang lain. 
23 
 
Pihak FIFGROUP tidak akan merubah nama debitur menjadi nama 
pengguna unit karena perubahan nama akan berdampak pada perubahan 
seluruh kontrak perjanjian. hal yang dapat dilakukan FIFGROUP mengenai 
permasalahan itu adalah disaat terjadi keterlambatan pembayaran angsuran 
collector internal segera melakukan kunjungan penagihan ke alamat pengguna 
unit bukan ke alamat debitur.  
b. Pengalihan dalam bentuk gadai 
Obyek jaminan fidusia digadaikan oleh debitur ke perorangan bukan 
suatu lembaga yang sudah berbadan hukum. faktor kebutuhan ekonomi yang 
tak terduga membuat debitur meminjam sejumlah uang demi mencukupi 
kebutuhan hidupnya dengan jaminan kendaraan yang masih dalam masa kredit. 
konsekuensinya, angsuran kendaraan tersebut mengalami keterlambatan 
pembayaran karena selain menanggung pembayaran angsuran di kreditur, 
debitur juga menanggung pembayaran hutang untuk menebus obyek jaminan 
yang digadaikan. 
Proses penyelesaian permasalahan hukum diatas adalah apabila obyek 
jaminan fidusia digadaikan debitur ke pihak ketiga dengan nominal dibawah 3 
juta. maka, FIFGROUP bisa melakukan tebus gadai ke pihak ketiga. namun, 
FIFGROUP tidak akan mengembalikan obyek tersebut ke tangan debitur lagi 
dan akan melakukan penjualan dibawah tangan sebagai cara untuk melunasi 
hutang debitur. FIFGROUP hanya akan melakukan tebus gadai dengan nilai 
transaksi dibawah 3 juta, apabila melebihi itu maka tugas debitur untuk 
menambah sisanya.  
c. Pengalihan dalam bentuk dijual 
Obyek jaminan fidusia yang telah dijual kepada pihak ketiga merupakan 
suatu bentuk cidera janji terparah. kasus yang terjadi dalam lingkungan 
FIFGROUP sebagai contoh seseorang dengan itikad buruk menjual obyek 
jaminan fidusia dalam keadaan masa kredit belum lunas ke pihak ketiga tanpa 
sepengetahuan kreditur. obyek yang dijual hanyalah 1 unit sepeda motor 
beserta STNK nya, biasanya obyek jaminan fidusia tersebut dijual dengan 
sangat murah kisaran 30 % dari harga pasar. mayoritas para pembeli adalah 
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orang pelosok daerah atau daerah pinggiran perkotaan yang masyarakatnya 
minim pengetahuan tentang hukum. 
Pada dasarnya, proses penyelesaian permasalahan hukum terkait obyek 
jaminan fidusia yang dialihkan sama dengan proses penyelesaian permasalahan 
hukum terkait kredit macet yaitu eksekusi obyek jaminan fidusia yang mengarah 
pada penjualan dibawah tangan. jika obyek dijual, pihak pembeli akan mendapat 
hasil dari penjualan tersebut sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan dengan 
debitur. serta debitur terancam tidak akan bisa melakukan pengajuan kredit di 
FIFGROUP karena namanya sudah di blacklist oleh sistem. hal ini sesuai dengan 
pasal 15 ayat 3 ”apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk 
menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri”. 
Perbuatan debitur dalam permasalahan tersebut sudah bertentangan dengan 
Undang Undang yang berlaku serta dapat dikenakan sanksi pidana. semua itu sudah 
tercantum dalam pasal 23 ayat 2 dan pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia. 
1) Pasal 23 ayat 2 ”Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau 
menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 
yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.” 
2) Pasal 36 ”Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau 
menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan didana penjara 
paling lama 2 (tahun) dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh 
juta) rupiah.”  
Unsur unsur yang terdapat dalam pasal tersebut terbagi menjadi 2 yaitu 
a) Unsur obyektif : mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, benda 
obyek jaminan fidusia, pemberi fidusia (debitur), dan tanpa ppersetujuan 
tertulis dari penerima fidusia (kreditur). 
b) Unsur subyektif : melawan hukum, serta dilakukan dengan sengaja. 
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Meskipun obyek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga mayoritas 
mengalami kredit macet. masih ada beberapa macam kasus yang serupa tetapi 
pembayaran angsuran kendaraan bermotor tetap berjalan lancar dan tidak sampai di 
eksekusi oleh FIFGROUP. intinya, FIFGROUP hanya menginginkan pola bayar 
yang tertib dan lancar dari debitur. apabila, hal tersebut dipenuhi maka FIFGROUP 
tidak mempersoalkan obyek jaminan berada ditangan siapa. 
Mengacu pada permasalahan hukum yang terjadi di FIFGROUP cabang 
Malang 2 Singosari, menimbulkan beberapa metode terkait penyelesaian 
permasalahan hukumnya yaitu :  
1. Litigasi 
Metode litigasi merupakan metode penyelesaian permasalahan hukum  melalui 
gugatan ke jalur pengadilan. gugatan ditujukan kepada tergugat sebagai akibat dari 
tindakannya yang merugikan penggugat untuk mendapat perlindungan hukum yang 
bersifat adil dan mempunyai kekuatan hukum tetap. maka dari itu, penyelesaian 
permasalahan hukum secara litigasi merupakan langkah terakhir yang ditempuh para 
pihak setelah penyelesaian sengketa yang lain dilakukan. dalam prakteknya, pihak 
kreditur selaku FIFGROUP tidak pernah menggunakan jalur litigasi sebagai metode 
penyelesaian permasalahan hukum dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan satu permasalahan terlalu lama, jalur pendaftaran kasus yang berbelit, 
dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 
Berdasarkan penelitian, pihak FIFGROUP hanya sebatas pelaporan ke 
kepolisian terdekat itu pun dengan alasan debitur tidak mempunyai itikad baik untuk 
melakukan pembayaran angsuran kendaraan bermotor. sebagai contoh obyek 
jaminan sudah dialihkan debitur kepada pihak ketiga yang menyebabkan debitur 
pindah rumah atau minggat. mayoritas masyarakat singosari dan lawang (area 
FIFGROUP malang 2 Singosari) mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi. 
apabila, debitur mendapat surat panggilan dari pihak kepolisian terkait adanya 
laporan pelanggaran hukum maka yang bersangkutan ataupun keluarga akan 
menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalur musyawarah. 
2. Non litigasi 
Metode non litigasi merupakan proses penyelesaian perkara hukum yang 
dilakukan diluar jalur pengadilan. dalam jalur non litigasi, pihak yang bertikai akan 
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dipertemukan guna membahas tentang permasalahan hukum yang terjadi serta 
menyimpulkan solusi yang tepat baik adanya pihak penengah (mediator) ataupun 
tidak. mediator akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan agar tidak 
terjadi perselisihan dengan prinsip tidak ada pihak yang dirugikan. sesuai dengan 
pasal 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi ”sengketa atau beda pendapat 
perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa 
yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesamping kan penyelesaian secara 
litigasi di pengadilan negeri”. 
Tabel 3 
Penyelesaian permasalahan hukum (litigasi dan non litigasi)          
Sumber data : Divisi Penagihan FIFGROUP diolah tanggal 15 januari 2020 
Munculnya permasalahan hukum yang terjadi di FIFGROUP cabang Malang 2 
Singosari adalah akibat dari debitur wanprestasi (cidera janji) dengan 
mengimplementasikan metode penyelesaian melalui jalur non litigasi (negosiasi dan 
mediasi) yang dianggap lebih cepat dan tepat. dimana, FIFGROUP melakukan 
negosiasi melalui diskusi formal dengan debitur melalui collector internal dalam hal 
No
. 













  1. Juli Litigasi  
Non litigasi 
54 unit 0             
5 unit 
0          
49 unit 
0                   
50 unit (92%) 
2. Agustus Litigasi 
Non litigasi 
46 unit 0            
4 unit 
0           
42 unit 
0                    
42 unit (91%) 
3. September Litigasi  
Non litigasi 
47 unit 0            
6 unit 
0          
41 unit 
0                    
43 unit (91%) 
4. Oktober Litigasi  
Non litigasi 
44 unit 0            
4 unit 
0          
40 unit 
0                   





50 unit 0            
7 unit 
0           
43 unit 
0                   





58 unit 0            
7 unit 
0           
51 unit 
0                   
48 unit (82%) 
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penunggakan hutang debitur yang harus dibayar. apabila, metode negosiasi tidak 
berhasil maka melalui surat kuasa pihak FIFGROUP akan meminta bantuan pihak 
ketiga (mediator) yaitu collector eksternal untuk mengekseskusi obyek jaminan 
fidusia walaupun berada di tangan pihak ketiga. obyek yang sudah dieksekusi akan 
menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur yaitu membayar 
biaya penarikan, membayar angsuran pokok, dan denda yang harus dibayar. jika 
debitur tidak bisa membayar seluruh hutangnya dilakukanlah penjualan obyek 
jaminan secara dibawah tangan. 
Tabel 4 
Uji materi Undang Undang jaminan fidusia melalui putusan  
MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi obyek jaminan fidusia 
UU No 49 Tahun 1999 Tentang 
Jaminan Fidusia 
Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 
                        Pasal 15 ayat 2 Undang Undang Jaminan Fidusia 
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) mempunyai 
kekuatan eksekutorial yang sama 
dengan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia sepanjang frasa 
“kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama 
dengan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap” bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada 
kesepakatan tentang cidera janji 
(wanprestasi) dan debitur keberatan 
menyerahkan secara sukarela objek yang 
menjadi jaminan fidusia, maka segala 
mekanisme dan prosedur hukum dalam 
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pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan 
Fidusia harus dilakukan dan berlaku 
sama dengan pelaksanaan eksekusi 
putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap”. 
Pasal 15 ayat 3 Undang Undang Jaminan Fidusia 
Apabila debitor cidera janji, Penerima 
Fidusia mempunyai hak untuk menjual 
Benda yang menjadi objek Jaminan 
Fidusia atas kekuasaannya sendiri. 
Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia. sepanjang frasa “cidera 
janji” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya 
cidera janji tidak ditentukan secara 
sepihak oleh kreditur melainkan atas 
dasar kesepakatan antara kreditur dengan 
debitur atau atas dasar upaya hukum 
yang menentukan telah terjadinya cidera 
janji”. 
Pasal 15 ayat 2 Undang Undang Jaminan Fidusia 
Kekuatan eksekutorial diperoleh apabila 
debitur sudah memegang sertifikat 
jaminan fidusia yang berfungsi sebagai 
syarat eksekusi obyek jaminan yang 
berkekuatan hukum tetap setara dengan 
putusan pengadilan. 
Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia. sepanjang frasa 
“kekuatan eksekutorial” bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada 
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kesepakatan tentang cidera janji dan 
debitur keberatan menyerahkan secara 
sukarela objek yang menjadi jaminan 
fidusia, maka segala mekanisme dan 
prosedur hukum dalam pelaksanaan 
eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus 
dilakukan dan berlaku sama dengan 
pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap”. 
Sumber data : www.djkn.kemenkeu.go.id, diolah tanggal 21 Maret 2020 
Sebelum putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, pihak kreditur akan tetap 
mengeksekusi obyek jaminan meskipun makna cidera janji tidak disepakati bersama. 
dan pihak debitur tidak mempunyai ruang untuk melakukan pembelaan apalagi 
debitur merasa bahwa tidak pernah melakukan cidera janji. pembelaaan ini dilakukan 
atas dasar tidak ada penjelasan secara jelas pada proses awal perjanjian pembiayaan 
konsumen mengenai resiko yang diterima debitur apabila terjadi kredit macet 
dikemudian hari. selain itu, paska putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 timbul 
salah penafsiran di lingkungan masyarakat yaitu pihak kreditur atau perusahaan 
pembiayaan tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan secara serta merta dan 
diwajibkan mengajukan permohonan eksekusi obyek jaminan ke pengadilan negeri 
terkait. padahal, dari putusan MK tersebut hanya sekedar memperjelas tentang 
penafsiran cidera janji antara kreditur dan debitur. 
Di dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, makna cidera janji harus 
disepakati bersama antara kreditur dengan debitur. apabila, debitur melakukan cidera 
janji dan mengakui hal tersebut serta klausul tentang cidera janji sudah tercantum 
dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka pihak kreditur berhak untuk 
mengeksekusi obyek jaminan fidusia tanpa melakukan permohonan eksekusi ke 
pengadilan. sehingga, kekuatan eksekutorial yang diberikan oleh Undang Undang 
kepada kreditur tidak digugurkan sepanjang terdapat cidera janji seperti debitur tidak 
membayar angsuran dalam kurun waktu tertentu. pihak kreditur harus secara tegas 
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mencantumkan hak dan kewajiban debitur dalam surat perjanjian pembiayaan 
konsumen yang akan di tanda tangani agar tidak ada debitur yang mengelak atas 































Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penyelesaian 
permasalahan hukum terkait pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, 
maka dapat disimpulkan :  
1. Hubungan hukum para pihak 
a. Perjanjian pembiayaaan konsumen (Debitur dengan FIFGROUP) 
Bisnis pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh FIFGROUP selaku 
perusahaan pembiayaan sudah memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian 
(pasal 1320 KUHPerdata).  
b. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor (FIFGROUP dengan Deler) 
Pihak FIFGROUP akan membayar nominal harga kendaraan ke deler dari 
setiap pengajuan kredit yang disetujuinya sebagai pertanda adanya transaksi 
jual beli yang sah (pasal 1458 KUHPerdata).   
c. Perjanjian jual beli bersyarat (Deler dengan Debitur) 
Pihak ketiga (FIFGROUP) menjadi syarat mutlak demi berlangsungnya 
transaksi jual beli antara deler dengan debitur. syarat tersebut merupakan suatu 
bagian yang khusus dari perjanjian itu sendiri (perikatan bersyarat diatur dalam 
pasal 1253 KUHPerdata). 
d. Perjanjian jaminan fidusia (FIFGROUP dengan debitur) 
Dalam proses pembuatan dan penandatanganan akta jaminan fidusia para pihak 
tidak hadir secara langsung di hadapan notaris. sedangkan, syarat pembuatan 
suatu akta adalah dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat yang 
berwenang mengenai suatu perjanjian (pasal 1868 KUHPerdata).   
e. Perjanjian kerjasama dalam pembuatan akta dan pendaftaran obyek jaminan 
fidusia (FIFGROUP dengan Notaris) 
FIFGROUP secara keseluruhan sudah membuat akta dibawah tangan berupa 
surat perjanjian pembiayaan dan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang 
selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta jaminan fidusia (Pasal 6 Undang 





f. Pemberian kuasa untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia (FIFGROUP 
dengan collector) 
kewenangan collector eksternal untuk eksekusi obyek jaminan sudah diatur 
dalam pasal 30 Undang Undang jaminan fidusia. seorang collector eksternal 
dapat menyalahi prosedur eksekusi obyek jaminan. jika, proses eksekusi 
dilakukan dengan cara memaksa dan merampas (pasal 368 KUHP).  
2. Permasalahan hukum yang sering muncul di FIFGROUP  
a. Kredit macet 
Dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen poin 3 ayat 2, debitur yang 
mengalami kredit macet wajib membayar denda atas setiap keterlambatan 
pembayaran angsuran yang dilakukannya. dan kreditur berhak untuk 
mengeksekusi obyek jaminan jika selama 2 bulan tidak ada itikad baik dari 
debitur untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak beserta denda. 
b. Obyek jaminan fidusia dalam keadaan tidak sehat atau tidak terawat 
Mesin kendaraan yang awal mulanya bersuku cadang resmi diganti dengan 
suku cadang bekas atau palsu sehingga rusak dan tak layak pakai. padahal, 
debitur berkewajiban untuk merawat obyek jaminan sampai masa kredit 
kendaraan bermotor telah lunas dan hal ini sudah diatur dalam surat perjanjian 
pembiayaan konsumen poin 4  ayat 2 tentang hak dan kewajiban debitur. 
c. Mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan 
kreditur 
Mayoritas obyek yang sudah dialihkan akan mengalami penunggakan 
pembayaran angsuran yang berujung pada eksekusi obyek jaminan fidusia. 
pada dasarnya, pengalihan obyek jaminan fidusia telah melanggar perjanjian 
pembiayaan konsumen poin 4 ayat 3 dan pasal 23 ayat 2 Undang Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.  
3. Penyelesaian permasalahan hukum di FIFGROUP 
Metode penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam hal obyek 
jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga dilakukan dengan cara negosiasi 
mengenai kesanggupan debitur untuk melakukan pembayaran angsuran yang 
tertunggak. apabila, selama 2 bulan keterlambatan tersebut belum dibayar 
FIFGROUP memberi kuasa kepada pihak collector eksternal untuk melakukan 
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eksekusi obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan pihak ketiga. dalam 
putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi obyek jaminan fidusia dapat 
dilakukan tanpa mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan sepanjang makna 
cidera janji telah disepakati bersama antara kreditur dengan debitur yang dituangkan 
dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen. 
Saran 
1. Bagi pemerintah hendaklah mempermudah prosedur penyelesaian permasalahan 
hukum secara litigasi yang di lakukan oleh lembaga pembiayaan untuk memberi 
efek jera kepada debitur yang melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia. 
sehingga, bukan hanya sanksi keperdataan yang diterima oleh debitur melainkan 
juga sanksi pidana dengan implementasi peraturan perundang undangan yang 
tegas. 
2. Bagi debitur hendaklah tidak melakukan cidera janji salah satunya dengan cara 
tidak mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur yang pada 
dasarnya sudah diatur dalam pasal 23 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia. 
3. Bagi kreditur dalam hal pembuatan klausul perjanjian pembiayaan konsumen 
hendaklah ditulis secara rinci mengenai langkah yang dilakukan kreditur apabila 
debitur melakukan cidera janji yaitu adanya kunjungan penagihan jika debitur 
mengalami keterlambatan pembayaran angsuran diatas 4 hari, adanya surat somasi 
yang ditujukan ke debitur jika keterlambatan pembayaran angsuran diatas 1 bulan, 
dan dilakukannya eksekusi obyek jaminan fidusia jika keterlambatan pembayaran 
angsuran diatas 2 bulan. serta, dalam melakukan  eksekusi obyek jaminan fidusia 
hendaklah FIFGROUP beserta relasinya berpegang teguh pada kode etik dan 
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Perundang Undangan   
Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan  
Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen 

























         SURAT  
PERJANJIAN KERJA SAMA 
Antara 
PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE 
Dengan 
CV SEKAWAN MITRA ABADI 
Nomor : 003/FIF/MOU/CIF/I/2019 
 
Pada hari ini rabu tanggal empat belas bulan januari tahun dua ribu sembilan belas 
(14/1/2019), telah terjadi Perjanjian Kerja Sama terkait pengadaan kendaraan 
bermotor roda dua oleh para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :                
1. Nama    : Adhi dwi candra                                                                                                            
Jabatan  : BM (Branch Manager) 
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Branch Manager untuk dan atas 
nama PT Ferderal Internasional Finance yang berkedudukan di Jalan Raya Ruko 
Singosari Regency blok A1-A2, singosari, malang, jawa timur. dan selanjutnya 
disebut ”PIHAK PERTAMA” 
2. Nama    : Dani Nursaputro 
Jabatan  : PIC Deler 
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku PIC Deler untuk dan atas nama  
CV Sekawan Mitra Abadi yang berkedudukan di Jalan Raya Mondoroko Nomor 
25, Pagentan, singosari, malang, jawa timur. dan selanjutnya disebut ”PIHAK 
KEDUA” 
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama selanjutnya disebut 
”Para Pihak”, dan para pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : 
a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam 
bidang pembiayaan yang memberikan dana pinjaman kepada perorangan atau 
perusahaan yang akan membeli kendaraan bermotor roda dua secara kredit. 
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah deler yang menjual kendaraan bermotor roda dua 
kepada pihak konsumen yang membutuhkan. 
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c. Kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama 
dalam menjual dan mendanai kebutuhan para pembeli kendaraan bermotor secara 
kredit dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut ini: 
Pasal 1 
JANGKA WAKTU 
1. Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun, terhitung sejak perjanjian ini ditanda 
tangani. 
2. Perpanjangan jangka waktu kerja sama ini dapat dilakukan dalam hal kedua belah 
pihak menyetujui dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. 
Pasal 2 
WILAYAH PEMASARAN  
Dalam menjalankan penjualan kendaraan bermotor roda dua tersebut berada pada 
wilayah pemasaran PIHAK PERTAMA yaitu Kabupaten dan Kota Malang. 
Pasal 4 
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 
1. PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan proses pendanaan secara cepat atas 
setiap calon debitur yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, dan disetujui oleh 
PIHAK PERTAMA. 
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembayaran kepada PIHAK 
KEDUA untuk setiap kali terjadi transaksi, dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari 
kerja setelah calon debitur yang diajukan PIHAK KEDUA disetujui oleh PIHAK 
PERTAMA, dan seluruh data debitur, aplikasi, tanda terima kendaraan, serta 
faktur telah diserahkan dan diterima baik dan lengkap oleh PIHAK PERTAMA. 
3. Jumlah uang yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK 
KEDUA adalah sejumlah uang yang sama dan sesuai dengan jumlah yang tertera 
pada faktur dengan terlebih dahulu dikurangi DP (Down Payment) yang dilakukan 
oleh konsumen. 
4. PIHAK PERTAMA akan menempatkan salah satu karyawan dengan jabatan CS 
(counter sales) pada outlet PIHAK KEDUA untuk membantu menjalankan proses 








KEWAJIBAN PIHAK KEDUA  
1. PIHAK KEDUA wajib memberikan dokumen yang dipersyaratkan oleh PIHAK 
PERTAMA dengan tepat waktu, lengkap, sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang diatur oleh PIHAK PERTAMA. 
2. Apabila PIHAK KEDUA berselisih dengan konsumen, maka PIHAK KEDUA 
wajib dengan segera menyelesaikan perselisihan tersebut sampai tuntas tanpa 
melibatkan PIHAK PERTAMA. 
3. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan ketentuan yang 
berlaku khususnya mengenai peraturan tentang perlindungan konsumen dalam hal 
penukaran kendaraan, pengembalian kendaraan atau uang, masalah pelayanan, 
masalah harga, dan lain-lain. 
4. PIHAK KEDUA wajib menjaga nama baik PIHAK PERTAMA maupun nama 
baik PIHAK KEDUA dalam hal penjualan kendaraan PIHAK KEDUA maupun 
saat berlangsungnya perjanjian pembiayaan secara mengangsur antara PIHAK 
PERTAMA dengan debitur yang pembeliannya diperoleh dari PIHAK KEDUA 
Pasal 6 
LARANGAN  
1. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan meminta atau mengambil uang pembayaran 
angsuran dari debitur apabila debitur keliru melakukan pembayaran kepada 
PIHAK KEDUA secara sengaja atau tidak sengaja menyerahkan uang 
pembayaran kepada PIHAK KEDUA. 
2. PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan melakukan pembatalan persetujuan 
pembiayaan secara sepihak kepada PIHAK KEDUA tanpa adanya alasan yang 
logis setelah pengiriman kendaraan bermotor di kediaman debitur. 
Pasal 10 
SANKSI  
1. Apabila PIHAK KEDUA melanggar salah satu dari ketentuan yang ada pada 
perjanjian ini, atau PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya sebagai-
mana tercantum dalam perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung 
jawab dengan menerima segala resiko dikemudian hari. 
2. Adanya kelalaian tersebut tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk 
melakukan tindakan upaya hukum lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagai akibat 
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